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5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis
lakukan terhadap sengketa hak atas tanah berdasarkan Putusan Pengadilan
Tata Usaha negara Padang Nomor. 11/G/2022/PTUN.PDG, berdasarkan
penjelasan yang telah dijelaskan pada bagian-bagian di atas, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Sengketa hak atas tanah ini terjadi karena kelalaian tergugat yaitu pejabat
Kepala Kantor Pertanahan yang telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik
atas nama orang lain di atas tanah penggugat karena tidak melaksanakan
penyelidikan terhadap riwayat bidang tanah yang menjadi objek sengketa
dalam perkara putusan No. 11/G/2022/PTUN.PDG Akibat sertifikat yang
telah terbit tersebut harus dicabut atau dibatalkan karena bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan. yang berlaku dan asas-asas
umum pemerintahan yang baik.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara hak atas tanah
terhadap putusan No. 11/G/2022/PTUN.PDG. Sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 47 jo Pasal 50, serta Pasal 54 ayat (1) Undang-
Undang Tata Usaha Negara, bahwa pengadilan tata usaha negara
berwenang menyelesaikan perkara ini. Peraturan perundang-undangan
yang dipakai hakim dalam mempertimbangkan perkara yaitu Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 perubahan atas
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang RI Nomor 30
Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah, PP Nomor 10 Tahun 1961,
PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Menteri
Negara Agraria/ kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 dan, Peraturan Menteri
Negara Agraria/ kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, peraturan perundang-
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undangan tersebut telah termasuk kedalam hierarki peraturan
perundang-undangan. Adapun yang tidak termasuk kedalam hierarki
peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2019. Kemudian berdasarkan fakta hukum yang
terungkap di dalam persidangan, tergugat dalam mengeluarkan objek
sengketa terbukti melanggar dan bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Majelis hakim memutuskan untuk
membatalkan objek sengketa berupa sertifikat sebagai akta otentik yang
menjadi objek sengketa tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1926,
Kelurahan Dadok Tunggul Hitam tanggal penerbitan 12 Desember 2000,
dengan luas 282 M2 atas nama Zulfadli Sarjana Sastra, Master of Art, dan
Putri Dian Afrinda Sarjana Pendidikan, menghukum tergugat untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.150.500 (dua juta serratus lima
puluh ribu lima ratus rupiah).

3. Kasus sengketa dalam putusan No. 11/G/2022/PTUN/PDG dalam
pandangan siyasah qadhaiyyah, sengketa ini terjadi antara pemegang
kekuasaan yakni Kantor Pertanahan Nasional Kota Padang dalam
menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah dengan masyarakat. Dalam
putusan tersebut pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan
sengketa juga berdasarkan analisis siyasah qadhaiyyah telah sesuai
dengan peradilan Islam karena telah sesuai dengan prinsip-prinsip
peradilan Islam yaitu prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip
musyawarah.

5.2 SARAN

1. Bagi seluruh masyarakat yang memiliki tanah yang sudah lama
dikuasai dan tidak ada klaim kepemilikan dari orang lain atas tanah
tersebut untuk dapat segera mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanah
tersebut ke Kantor Pertanahan setempat sehingga kepemilikan atas
tanah tersebut berkekuatan hukum dan dapat terhindar dari

sengketa.



83

2. Bagi Kantor Pertanahan Nasional Kota Padang dan seluruh Kantor
Pertanahan yang ada sebelum menerbitkan sertifikat hak atas tanah
agar harus lebih teliti dalam melihat data fisik dan data yuridis
sehingga sertifikat yang diterbitkan tidak cacat hukum dan tidak
merugikan pihak lain serta menjalankan tugasnya hendaknya sesuai
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3. Bagi pemerintah Negara Indonesia khususnya Provinsi Sumatera
Barat agar lebih giat dalam mensosialisasikan hal-hal yang
berhubungan dengan kepemilikan tanah dan antisipasi konflik
sengketa tanah, agar mengurangi tingkat kasus sengketa tanah di
Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

4. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi penggugat yaitu saudara
Artemin Salpeny dan dalam perkara ini BPN sebagai tergugat harus
mendapatkan sanksi atas kelalaiannya dalam penerbitan sertifikat
hak milik.

5. Badan Pertanahan Nasional Kota Padang harus meningkatkan sistem
verifikasi dan validasi data tanah, melakukan pemeriksaan lapangan
yang akurat, serta memastikan bahwa proses penerbitan sertifikat
melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk menghindari

maladministrasi.
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